QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 177 Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan
Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupati menjadi Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten.

b. bahwa rancangan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2023 telah dilakukan penyempurnaan agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:
903/21/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun

Anggaran 2023;
QK % Mengingat... ’
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Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iindonesia Nomor 5459);

Q\ (b_ 10.Undang-Undang...
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemcerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomeor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Nomor 187
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpian dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Neomeor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

(& 30. Peraturan..
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menetapkan

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

\ 1. Anggaran...
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1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan
Belanja Kabupaten yang disingkat APBK adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanun.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBK Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp1.212.305.362.023, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp124.126.212.034, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp16.790.000.000.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.203.590.500.

‘5— (4) Hasil...
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan scbesar RpS.317.959.584.

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d  direncanakan  sebesar
Rp98.814.661.950.

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.036.879.149.989, yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp967.664.510.000.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp69.214.639.989.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp6.300.000.000, yang terdiri atas Lain-lain
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp6.300.000.000.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp1.206.005.362.023, yang terdiri
atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp840.304.754.432, yang terdiri atas:



S0

Belanja pegawai;
Belanja barang dan jasa;
Belanja hibah; dan
Belanja bantuan sosial.

oo p

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp494.029.281.241.

(3) Belanja barang dan jasa sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp289.022.827.968.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp38.106.995.223.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp19.145.650.000.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp129.941.629.591, yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal gedung dan bangunan;

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp27.532.658.423.

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp26.216.564.902.

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢
direncanakan sebesar Rp67.943.259.666.

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp8.249.146.600.

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp5.000.000.000.

x& (B pasal../
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Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp230.758.978.000, yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.670.000.

(3) Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp228.658.308.000.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp45.000.000.000, yang terdiri
atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(I) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp45.000.000.000, yang terdiri atas sisa
lebih  perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp45.000.000.000.

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar  Rp6.300.000.000, yang terdiri atas
Penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp6.300.000.000.

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp(38.700.000.000).

\VK % (2) Pembiayaan... /
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(2) Pembiayaan netto yang merupakan  selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pcmbiayaan dircncanakan scbesar
Rp38.700.000.000.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belania

Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan  sarana/prasarana yang  dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini terdiri dari:

1. LampiranI : Ringkasan APBK yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

\ /B Lampiran...
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11.
12.

13.

14.

16.

Lampiran II

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

Lampiran VIII :

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII :

Lampiran XIII :

Lampiran XIV :

Lampiran XV :
Lampiran XVI :

Ringkasan APBK yang diklasifikasi
menurut urusan Pemerintahan
Dacrah dan Organisasi;

Rincian APBK menrut urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, sub kegiatan
kelompok, jenis  pendapatan,
belanja dan pembiayaa;

Rekapitulasi belanja dan
kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, dan sub
kegiatan beserta indikator dan
target kinerjanya;

Rekapitulasi belanja daerah untuk
keselarasan dan  keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan
fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,;

Rekapitulasi Belanja Untuk

Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada
RPJMD dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar  jumlah  pegawai per
golongan dan per jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal daerah
dan investasi daerah lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah
dan aset lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan tahun jamak
(multi years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

(6 Pasal...
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Pasal 18

Bupati menctapkan peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Jevwari 2023 M
h  Rpynb 1444 H

.Pj. BUPAI H TAMIANG,

H BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru \g\ %‘
2023 M -

pada tanggal, _ 27 Jovar
s Reob 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
(. KABUPATEN ACEH TAMIANG/ ~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (1/14/2023)



